
1. Undang-Uodang Nomor 14 Tahun 1950 1antar,9 
Pembenlukan DaeraJl.Daerah Kabupaten di Ungkungan 
Provins, Jawa Barat (Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahen 2011 lentang 
Pernbenlukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hur"f a di atas, maka penyesuaiannya tersebul peru 

drtetapkan kembali melalui Peraturan Bupati. 

e.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan M~nteri 
Oalam Negen Nomor 68 Tahun 2015 tanggal 25 Septemb<n 
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentert 

Datarn Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian 

Oiroas Pegawai Negeri Sipil di lingkunga., Departemen 
Datarn Negeri dan Peme,intah Oaerah. maka ketentuan 
Pakaian Oinas Pegawai Negen $ip1f di ungkur.ga:i 
Pemerintah Kabupaten bekasi yang semula telah dilelao!·w, 
metalur Peraturan Bupati Bekasi NomOJ· 9 Tahen ~i!11, 

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Llngkongan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi, perfu d1br.au dan 

disesua1kan kembah; 

Men1mban9 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2014 
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BEKASI 

NOMOR :.,.) .. fi a ii 2015 

PERATURAN BUPATI SEKASI 



8. Pe,aturan Pemerlntah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembarar, Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan 
Lfflllbaran Negara Republik Indonesia Nome, 5135); 

9. Keputusar. Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jerns 
jenis Pakaian Sfpil. sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Pres!den Nomor 50 Tahun 1990 teata;ig 

Pe:ubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Oaerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan t.emcaran 
Negara Republik Indonesia Nomo,4741); 

o. Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tehun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemetintahan Antara Pemerintah, 
Pernetintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub~k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 lentang 

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat. Tata 
Upacara dan Tata P~nghonnatan (Lembaran Negara 
Republik lndor.esia Tahun 1990 Nomor 90. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432); 

3 Undaog-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
spot Negara :i.embaran Negara Repubhk Indonesia lahun 
2014 Nomor 6 Tambaha.n Lembaran Negara Nomor 
5494): 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang 
Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Ncmor 24, Tambaha.n Lembaran 

Negara Nomor 5587); 



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PAKAlAN D~~S 
PEGAWAJ NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi Nomor 8 Tahun 
2014 Tentang Organisasi Perangkat Daeran {Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nornor 8). 

15 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2il15 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 0;1tam 

Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang !"akaian Dinas 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Oepartemen Dalam 
Negen dan Pemerintah Daerah; 

14. Pera~Jran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan: 

13. Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 
tar.tang Pakaian Dinas Kepala Daerah ,Wakil Ke:,ala 
Oaerah dan Kepala Desa; 

12. Peraturan Menteri Ualam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 

tentang Pakaian Cinas Aparatur Pemadam Kebakaran; 

11. Keputusan Menten Pernubungan Nomor · KM 6 Tahun 
2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pega-.va, Negen 
Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan 

Oarat. 

10 Keoutusan Mel'lten Tenaga Ketja Clan Transm.grasi 

Non-.or KEP 71n,IENNl2004 tentang Perubahan Alas 
l(eputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor : KEP.24/MEN/2003 1en1ang 

Pedorna«, Pakaian Sefagam, Lambang. Tanda Pangkat. 
dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengav:asan 
l<etenagaker1aan Pusat, Provins, dan Kabup21eo/Koia; 



2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4). diubah.sehingga Pasal 9 ayat (4) bedlunyi sebagai 
berikut · 

g. Pakaian Dinas Upacara disingkal POU Camat dan Lurah. 

t. Paxaian Oinas Hanan disingk~t PDH Camat dan Lurah; dan 

e. Pakaian Dinas Lapangan d1singkat POL 

d. Pakaian Sipil LengKap disingka! PSL. 

c. Pakaiao Sip:! Resmi disingkat PSR. 

b. PakaianS,pil Hanan disingkat PSH. 

3) PDH Batik I Tenun I pakaian Khas Daerah. 

2) PDH Kemeja Putih. Celana I rok hitam atau gelap: 

1) PDH warna KHAKI, 

( 1 \ Pakaiar, Dinas di lingkungaro Pemerin:ah Kabupaten Bekasi terdiri dari: 

a Paka1an Dinas harian d,s,ogkat PDH, terdiri dari . 

' Ketentuan Pasal 2 diubah. sehingga Pasal 2 berbunyi seba_gai berikut . 

Beberapa Kctentuan daiam Peraturan Bupati Bekasi N01Tior 9 Tahun 2014 te.i1ang 
P3l-.aian Dlnas Pegawa, Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bel<asi 
cE!en\a Daeiah Kabupaten Bekasi Tahun 20'14 Nomor 9) diubah sebagai berikut. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 2 



Menyesuaikan. 

3 Ketentuan pada Bagian Kedelapan diantara Pasal 10 dan Ba!)ian Kesembi!an 
Pasal 11, disisipkan Pasal 10 A 6aru. sehmgga Bagian Kedelapan Pasal 10 A Baru, 
berbunyi sebagai oetikut : 

c. POU Camat dan Lurah wanita berj1ibab dan atau hamil 

3. Memakai tUl'.1p kepata, lencana KORPRI, landa jabatan, tanda 
pangkat upacara. papa~ nama. tanda binlang jasa dan topi 
upaeara, 

2. Rok warna putih 15 cm di bawah IUtlJI. kaos kaki dan sepatu 
pantoveJ warna hitam; 

1. Kerneja warna putih, dasi wama hitam polos jas kerah rebah 
wama putih dan kancrng wama kuning: 

b. POU Camat. Lurah dan Kepala Oesa Wanaa : 

3. Memakai tutup kepala. lencana KORPRI. ta.nda jabatan, tanda 
p.ingkat upacara, papan nama, tanda binlang jasa dan topi 
upacara 

2. Celana panjang warna putih, kaos kaki dan sepatu pantovel 
warna hitam; 

1. Kemeja warna putih. dasi warna haam polos, jas kerah b9rdiri 
wama p:Jtih dan kancmg warna kuning emas; 

a POU Carnal, Lurah dan Kepala Desa Pria : 

14> POU Carnat, Lurar, dan Kepala Oesa terdin dan: 

(1). Tota.p 

(2). Te.tap 

(3). Tetap 

Pasal9 



(2) Tetap 

(1). PDH Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3di~, 

untuk melaksanaKan lugas pada hari Jumat setelah kegiatan olah rdga dan 

hari sabtu unsur bagi tenaga guru serta pegawa, yang menangar> 

kesehatan (Rumah saktt dan Puskesmas) di lingkU09an Pemerintah 

Kabupaten Bekasi 

Pasal1'J 

3. Ketentuar. pada Bagian Kedelapan Pasal 10 ayat (1) drubah, sehiegga 

berbunyi sebaga, berikut: 

- 

d. Model PDH Kernera pulih sebagaimana tercantum dalam l.ampiran 

I yang merupakan bagian tidak te,pisahkan dari Perafu,an S:,pati 

ini. 

c. POH KemeJa putin berjilbab dan atau ham,! menyesuaikan. 

3. Memakai lencana KORFRl,Papan Nama dan Taoda Pengenat 

2. Rot- 15 cm di bawah lutut wama hitam atau ge!ap, sepam 

warna hitam. 

1. Kemeja Putih fengan panjang I pendek menye-suaikan; 

b. PDH Kemeja putih Wanita : 

KORPRI, Papan Nama dan Taoda 3. Memakai rencana 

Pe119enai 

2. Celana panjang warna hitarn atau gelap, sepalu warna hilam. 

1. Kerneja pulih lengan panjang I pendek menyesuail<an; 

a. POH Kemeja Putih Pria 

t2) POH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : 

\11 POH Kemeja Putih setagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 hUlUf a 

angka 2 d;pakai uniuk melaksanakan tugas pada han kamis. 

Pasal 10.A 

Bagian Kedolapan 

Pakaian Oin.is Harian (POH) Kemeja Putih 



,SZ /euPATI BEKASlt1 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 

pada tanggal 1& D<>,.,,;c:r 2015 

Agar setiap orang menyetahuinya, rnemerintahkan Pengundangan Peraturan tnl 

dengan penempatannya datam Serita Daerah Kabupaten Beka$i. 

Peraturan ini mulai berlaku pada !anggal diun<langkan. 

Pasalll 


